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ABSTRAK

Nama : Shella Mulya Darma

NIM : 210104071

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Jarimah Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di
Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh)

Tanggal Sidang : 14 Januari 2025

Tebal Skripsi : 93 Halaman

Pembimbing | : Edi Yuhermansyah, S.H.l., LL.M
Pembimbing 11 : Nurul Fithria, M.Ag

Kata Kunci : Pembinaan, Khalwat, Anak

Penerapan Syari’at Islam di Aceh disahkan salah satunya pada Qanun Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur beberapa peraturan
terkait Syari’at Islam, termasuk tentang khamar (minuman keras), maisir
(perjudian), khalwat (berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram), ikhtilath
(campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram), zina (perbuatan tidak
senonoh), pelecehan seksual, pemerkosaan, gadzaf (pembuktian palsu terhadap
zina), liwath (perbuatan homoseksual), dan musahagah (perbuatan lesbian).
Sementara pelanggaran jarimah khalwat terhadap anak menjadi perhatian khusus
dalam konteks hukum pidana Islam dan juga membahas pembinaan yang di
lakukan terhadap anak sebagai pelaku jarimah khalwat sesuai dengan nilai-nilai
Islam dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang di angkat dalam
skripsi ini, yakni pertama, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat
kalangan Anak di Aceh Besar. Kedua, Pembinaan Anak yang melakukan tindak
pidana khalwat di Wilayatul Hisbah Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjawab
permasalahan tersebut. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian
yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil
wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui
proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya
pelanggaran khalwat kalangan Anak tersebut yaitu: Faktor penyebab utama
kurangnya peran orangtua seperti kurang perhatian dan pengawasan terhadap
Anak. Faktor pengaruh media sosial dan teknologi, khususnya (handphone) yang
memudahkan anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai agama. Hal
ini dikarenakan bahwa Anak yang terlalu bebas dengan lingkungannya sehingga
mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pelanggaran jarimah
khalwat khususnya di kalangan Anak, Satpol PP dan WH Aceh memiliki
kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Aceh yang
melanggar Syari’at Islam. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan
keimanan, dan kesadaran, agar pelaku menyesali perbuatannya sehingga
berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Syari’at Islam.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
| t dengan
1| v |l INES V|l g titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 <@ B Vv ] z titik di
bawahnya
3 & T YA i ¢
, s dengan
4 & S titik di ‘4 & gh
atasnya
5 d J Y ) f
h dengan
6 z h titik di A d q
bawahnya
7 - kh YY d k
8 3 D Yy J I
z dengan
9 3 V4 titik di Y¢ a m
atasnya
10 J R at o n
11 J z AR 3 w
12 | o S YV > h
13 | & sy YA s ’
s dengan
14 | oe S titik di Y4 ¢ y
bawahnya
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d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
s Fathah dan ya Al
5 O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Jds  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
@ & Fathah dan alif atau ya A
GO Kasrah dan ya I
e Dammah dan wau U
Contoh
J& = gala
&< =rama
J8 = gila
J35% = yagitlu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
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a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (&) mati
Ta marbutah ('3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah ('3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh: |

d‘-‘hY‘ 4235 raudah al-atfal/ raudatul atfal

8 5l 4 : al-Madinah al-Munawwarah/
- al-Madinatul Munawwarah
Ak Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, bahwa
memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang
telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh yang menjadi salah satu
daerah yang mendapatkan hak otonomi ini, untuk menyelenggarakan
keistimewaan di bidang agama, pendidikan dan adat istiadat, serta peraturan
masyarakat (adat) dilakukan dengan menghormati dan menjunjung tinggi
martabat rakyat, budaya Aceh, serta agama Islam di Aceh.! Provinsi Aceh yang
mempunyai ranah hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia yakni dengan
adanya pelaksanaan Syariat Islam yang di atur dalam Undang-undang No. 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Penerapan Syari’at Islam di Aceh disahkan salah satunya yaitu Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur beberapa
peraturan terkait Syari’at Islam, termasuk tentang khamar (minuman keras),
maisir (perjudian), khalwat (berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram),
ikhtilath (campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram),zina (perbuatan
tidak senonoh), pelecehan seksual, pemerkosaan, gadzaf (pembuktian palsu
terhadap zina), liwath (perbuatan homoseksual), dan musahagah (perbuatan
lesbian). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat
1 mengatur tentang khalwat yang didefinisikan sebagai perbuatan berada dalam

ruangan tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin

! Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, (Pusat Dokumentasi dan
Informasi Aceh, 1999), him 244.
1



dan bukan mahram, tanpa ikatan pernikahan, dan jika perbuatan tersebut
mengarah pada perbuatan zina.?

Qanun yang mulai diterapkan pada Oktober 2015 ini bertujuan untuk
mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Syari‘at Islam di Aceh,
terutama pelanggaran seperti khalwat. Larangan terhadap khalwat adalah hasil
dari tuntutan masyarakat yang luas. Pergaulan bebas di kalangan anak-anak selalu
dihindari oleh masyarakat dan orangtua.®

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat baik orang dewasa maupun
remaja, bahkan anak-anak sangat rentan melakukan jarimah khalwat. Pada
faktanya menunjukkan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan industrial
dan urbanisasi, semua jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak semakin
meningkat. Dalam situasi seperti ini peran orang tua, masyarakat, dan negara
menjadi sangat penting dalam mendidik anak-anak. 4

Dalam upaya menjalankan Syari’at Islam, pemerintah Aceh membentuk
lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada
pelaku khalwat atau perbuatan tidak senonoh. Lembaga tersebut dikenal sebagai
Wilayatul Hisbah, yang bertugas menegakkan penerapan ganun yang berkaitan
dengan penerapan Syariat Islam, termasuk penanganan kasus khalwat. Namun,
tidak hanya peran Wilayatul Hisbah yang penting, partisipasi masyarakat juga
sangat dibutuhkan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum Syariat Islam.>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak.
Anak menurut Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang Yyang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

8 Ahmad Al Farugy, Qanun Khalwat, (Banda Aceh: Fakultas syari’ah 1AIN
Arraniry,2011), him. 3.

4 Khairani, Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat tentang khalwat
dan ikhtilat “(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)”, 2018 hlm 1.

5 Muhibbuthhabary, Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi, Banda Aceh,
Yayasan Pena, 2010, him. 6.



Dalam Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.®

Dalam Pasal 66 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa apabila anak yang belum
mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan
jarimah, maka dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai peradilan pidana anak. Ketentuan pasal ini menunjukkan
bahwa jika anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan
tindak pidana, proses pemeriksaannya dialihkan ke peraturan di luar Qanun
Jinayat.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat mengikuti hukuman yang
ditetapkan dalam Qanun Jinayat, tetapi hanya dalam jumlah 1/3 dari hukuman
orang dewasa. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, yang
menyatakan bahwa apabila anak yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah
melakukan jarimah, maka anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat sebesar 1/3 dari
‘Uqubat yang ditetapkan untuk orang dewasa, atau dikembalikan kepada orang
tua atau walinya, atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah
Aceh, Kabupaten/Kota.’

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana maka
akan menggunakan Undang-Undang khusus. Sanksi pidana atau hukuman yang
diberikan kepada Anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat
untuk dilakukannya diversi. Pada dasarnya, ketika Anak adalah pelaku tindak
pidana, peradilan pidana tidak memprioritaskan tindak pidana yang pelakunya
adalah anak. Sebaliknya, tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih

memprioritaskan dengan menggunakan pendekatan restorative justice dan

¢ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
" Dinas Syari“at Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, him. 43,



diversi.®

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur sanksi yang dijatuhkan kepada
anak dapat berupa sanksi pidana atau tindakan. Jenis sanksi terhadap anak
Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi pidana pokok bagi anak terdiri dari:
(1) Sanksi peringatan, karena Pasal 72 Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa sanksi
peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak. (2) Pidana
yang memenuhi syarat dalam kasus pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
hakim dapat menetapkan sanksi pidana dengan syarat. Terkait dengan sanksi
pidana dengan persyaratan, yaitu persyaratan umum dan khusus yang ditemukan
dalam putusan pengadilan. Salah satu persyaratan umum adalah bahwa anak
tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidananya. Namun,
syarat khusus bertujuan untuk mengikuti keputusan hakim dengan
mempertahankan kebebasan anak.

Menurut informasi awal yang diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh,
Kasus pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP dan WH Aceh yaitu dari
penangkapan dan pelaporan oleh masyarakat langsung baik di wilayah Aceh
Besar maupun Banda Aceh. Jumlah pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat terkait khalwat pada tahun 2023 mencapai 38 kasus.
Wilayah tertinggi atas pelanggaran khalwat adalah tempat kejadian perkara (TKP)
di Aceh Besar. Salah satu karakteristik dari pelaku khalwat tersebut dilakukan
pada kalangan anak-anak terdapat 6 kasus jarimah khalwat, usia mereka adalah
dimulai dari usia 12 hingga 18 tahun.® Hal seperti ini dapat dilihat dari para pelajar
yang berkeliaran bebas pada malam hari. Sehingga pelaku pelanggaran khalwat

8 Toto Pramono, dkk. “Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur,
Vol.1 No. 2 (November, 2023), 47.

% Hasil Data Laporan Rekapitulasi Kejadian Tahun 2023, Wilayatul Al-Hisbah di Aceh.



dengan kasus yang tidak terlalu berat akan mendapat pembinaan setelah itu

dikembalikan kepada Orangtua dan ke perangkat gampong dengan sanksi

gampong.

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam

penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul

Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Besar
(Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh).

B. Rumusan Masalah

1.

Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan

anak di Aceh Besar?

Bagaimana pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat
di Wilayatul Hisbah Aceh?

C. Tujuan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian

ini adalah:

1.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat
kalangan anak di Aceh Besar.

Untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana
khalwat di Wilayatul Hisbah Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1.

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menganalisis faktor-
faktor yang mendorong jarimah khalwat pada anak di Aceh Besar
dan juga Memberikan landasan teoritis untuk memperkuat
argumentasi hukum dalam menangani pelanggaran khalwat.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai penambah
wawasan, bahan bacaan ataupun referensi bagi pihak Satpol PP dan
WH Aceh dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku jarimah
khalwat di Aceh Besar.



E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan
keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih
dahulu peneliti memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul
penulis. Antara lain ialah sebagai berikut :

1. Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih
baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada sesuai
dengan yang diharapkan.'® Kata "pembinaan” berasal dari kata "bina", yang
digabungkan dengan imbuhan "pe-an” untuk menghasilkan kata
"pembinaan”. Pembinaan adalah proses, cara membina dan memperbaiki
atau usaha tindakan dan kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Menurut Arifin, pembinaan adalah upaya manusia secara sadar untuk
membimbing dan mengarahkan kepribadian dan kemampuan anak, baik
dalam pendidikan formal maupun nonformal.'*

2. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah
keturunan kedua, menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak,
anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak
yang masih dalam kandungan.> Sementara menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal
1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

11'M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2008),
him. 30.

12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).



pidana.t®
3. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam
oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.}* Dalam Fikih Islam, hukum
pidana (Jarimah) disebut dengan istilah "al-jinayah™ yang berarti "perbuatan
dosa, kejahatan, dan pelanggaran-pelanggaran.” Oleh karena itu, semua
perbuatan dosa kejahatan dan pelanggaran itu termasuk dalam perbuatan
pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau al-
jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah
perbuataan pidana (Jarimah) dan hukumnya.*®

4. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi
antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan
tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah
pada perbuatan Zina.®
Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tidak ditemukan penelitian yang secara
spesifik mengkaji “Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah
Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh)”.
Namun, penelusuran tersebut menemukan beberapa kajian lain yang
berkaitan dengan topik penelitian ini,antara lain:

Skripsi yang diteliti oleh Agus Salim, Mahasiswa UIN Ar-raniry
Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Jarimah khalwat dalam

Teritorial Aceh, tahun 2017”. Dalam skripsi ini Agus Salim menjelaskan

3).

13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 Ayat

14 Al Hasan Al-Mawadi, Al-Hakam As-Sulthaniyah, Penerbit Mushthafa Al-Halaby, Mesir,

1975, him. 219.

15 Abddul Ghofur Ansori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), him. 238.

16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 Tentang Hukum Jinayat.



mengenai bagaimana kuantitas dan kualitas dari Qanun Jinayat Nomor 6
tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas Jarimah khalwat dan juga
mengenai bagaimana memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan non
Muslim yang menjajaki kakinya di Aceh atas pemberlakuan syariat Islam
butir Jarimah khalwat dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang
berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas Pasal 2 KUHP, Pasal 5
Qanun Hukum Acara Jinayat dan Pasal 125 UUPA.!" Sedangkan perbedaan
dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian yang diteliti
penulis terhadap pelaku anak yang melakukan jarimah khalwat.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam yang berjudul
“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam
Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa”, Hasil penelitiannya
adalah belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah
Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan
khusus terhadap pelaku anak-anak dalam ganun jinayah maka harus
mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara
anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara
diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan.'® Sedangkan skripsi
penulis meneliti kasus menyangkut pada pembinaan anak yang melakukan
tindak pidana khalwat.

Dalam judul skripsi yang ditulis oleh Resti Yulisna adalah “Peran
Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan.”*®
Skripsi ini membahas peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya
pelanggaran yang dapat mengakibatkan khalwat di Kabupaten Aceh Selatan.
Salah satu metode yang digunakan adalah melakukan pengawasan baik di

17 Agus Salim, Khalwat dalam Teritorial Aceh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-raniry, (Banda Aceh: 2017), him 63.

18 Jalil Abdul Salam, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa, Vol.4, No.2, Tahun 2019, him. 164.

19 Resti Yulisna, Peran Wilayatl Hishah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh
Selatan. Mahasiswa Program Studi Manejemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, him. 65.



siang hari maupun di malam hari, serta memberikan pembinaan melalui
tindakan seperti menegur, memperingatkan, dan memberikan nasihat untuk
menghentikan kegiatan atau perbuatan yang diduga melanggar peraturan
perundang-undangan. Selain itu, penyelesaian perkara dilakukan melalui
rapat adat di tingkat gampong. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah
tertuju pada penanganan khusus anak apabila melakukan perbuatan jarimah
khalwat yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Judul skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Affandi adalah
“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.”?® Skripsi ini
membahas bahwa implementasi Hukum Jinayat mengenai Khalwat di Dinas
Syariat Islam Aceh Tenggara belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari
tingginya jumlah tindak pidana khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara, yang
menunjukkan bahwa tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum
Jinayat mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan
oleh program-program yang dilakukan oleh dinas tersebut belum berjalan
dengan lancar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pemantauan terhadap
Kinerja aparatur sipil negara untuk meningkatkan efektivitas implementasi
hukum tersebut. Sedangkan penulis meneliti kasus tentang khalwat
menyangkut pada anak bahwa bagaimana pembinaan terhadap pelaku
jarimah di Wilayatul Hisbah Aceh.

Dalam skripsi yang ditulis oleh T. Syukrul Aidi berjudul “Pelaksanaan
Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh
Barat Daya”.?! Skripsi ini membahas pelaksanaan model pengawasan
Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

20 Muhammad Reza Affandi, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Mahasiswa Program Studi llmu
Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Tahun 2019, him.68.

2L T, Syukrul Aidi, Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di
Kabupaten Aceh Barat Daya, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi,Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020, him. 55.
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Salah satu model yang digunakan adalah sosialisasi serta pengawasan rutin
di tempat-tempat keramaian, terutama di tempat-tempat wisata. Selain itu,
Wilayatul Hisbah juga bekerja sama dengan aparatur masyarakat dalam
pelaksanaan pengawasan ini. Sedangkan penulis membahas penerapan
Syariat Islam terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Khalwat secara
efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya di kalangan anak-
anak.

Dalam jurnal oleh Faisal yang berjudul “Efektifitas Penerapan Qanun
Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar”. Dalam
jurnalnya Faisal menjelaskan tentang bagaimana Penerapan Qanun Nomor
14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar membawa beberapa perubahan
dalam tatanan sosial masyarakat Aceh Besar. Perubahan yang paling eksplisit
terlihat dari menurunnya tingkat perzinahan dalam kehidupan masyarakat.
Meskipun tindak kemaksiatan (perzinahan) masih terjadi, namun tidak lagi
dipraktikkan secara terbuka. Ini berarti penerapan Qanun Nomor 14 tahun
2003 tentang khalwat di Aceh Besar belum efektif dilaksanakan.?? Sedangkan
skripsi yang penulis membahas tentang apa faktor penyebab terjadinya
kalangan anak yang melakukan jarimah khalwat Tempat Kejadian Perkara
(TKP) di Aceh Besar.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data
tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang
digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan
ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Adapun metode
pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan

berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal,

22 Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di
Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Iimiah ISLAM FUTURA Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 86-104.



11

pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan
produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks
visual.? Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang
digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu
sebagai berikut :
1. Pendekatan Penelitian
Penulis meneliti ini dengan menggunakan metode pendekatan hukum
empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di
tengah masyarakat, dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian. Metode ini memandang hukum sebagai
suatu kenyataan, mencakup sosial, dan kenyataan kultur.?* Penelitian ini
bertitik tolak pada data primer atau data lapangan, di mana data primer
atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif,
Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) yaitu suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data
yang ada di lapangan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk
kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang dapat
diamati. Penelitian ini tidak dilakukan melalui prosedur penghitungan
atau perhitungan angka.?

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni

bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan

23 Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif, him. 132.

24 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1
(2020), him 28.

%5 Lexy J. Moleng. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2006), him, 4.
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bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi.?® Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang
memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian
ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara pihak Satpol PP dan WH
Aceh. Dan diperoleh juga dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat 1 tentang khalwat.

b. Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku,
artikel, jurnal, data-data dari internet. Dan berbagai tulisan yang relevan
dengan skripsi yang dibahas.

c. Data tersier yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang
tersebar dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen,
dan kamus-kamus bahasa Indonesia.?’

4. Metode Pengumpulan

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara
langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya
tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan diterapkan adalah
wawancara yang tertutup dan berstruktur.?® Baik dalam mengemukakan
pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan
atau kesimpulan. Wawancara diajukan kepada Kasi Pembinaan dan

Penyuluhan Syariat Islam bagi pelanggar, Penyidik Pegawai Negeri

2% peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Kencana,
2011), him. 141.

27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2014), him. 32.

28 S.Nasution, Metode Research (Penelitian IImiah), (Jakarta: Bumi Aksara, et 111.1996).
him. 57.
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Sipil/PPNS sekaligus Koordinator Layanan Pengaduan Masyarakat di
Satpol PP dan WH Aceh, dan Perencana Ahli Pertama.
2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat
percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi
yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa
tersebut. 2° Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah
tersimpan di Kantor Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya
penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan
menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk
menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian.
Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode
analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif
adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh
dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis
tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus
statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses
tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah
seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari
lapangan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku

“Penulisan Karya llmiah Mahasiswa”, yang diterbitkan oleh Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi

29 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada,
2006), hal. 13.
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tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang
disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya
tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi
pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan
penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang
kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi
utama dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisikan tentang Pengertian kenakalan
anak, Tindak pidana anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012
tentang sistem peradilan anak, Pengertian jarimah khalwat, Dasar Hukum
Larangan Jarimah Khalwat, Ketentuan ‘Ugqubat terhadap pelaku khalwat.
Dasar hukum pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menurut
Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Gubernur
Aceh No. 5 Tahun 2018.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian
terkait pembinaan terhadap anak sebagai pelaku khalwat (studi kasus di
Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh). Bab ini berisikan Profil Satpol PP dan WH
Provinsi Aceh, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan
anak di Aceh Besar, Pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat
di Wilayatul Hisbah Aceh.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas

sebelumnya dan saran saran.



